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Abstrak: Pemenuhan hak kesehatan reproduksi merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia 
yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H 
ayat (1), yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam konteks 
tersebut, bidan memiliki peran yang strategis dan esensial sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan 
dalam menjamin akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan berkeadilan, 
terutama bagi perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis sejauh mana 
kontribusi bidan dalam mewujudkan amanat konstitusi terkait pemenuhan hak kesehatan reproduksi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bidan secara hukum dan profesional berkewajiban 
memberikan pelayanan kesehatan reproduksi secara komprehensif, meliputi pelayanan antenatal, 
persalinan, pascapersalinan, dan keluarga berencana, masih terdapat berbagai tantangan, seperti 
keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, serta 
rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Oleh karena 
itu, penguatan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas dan pemerataan distribusi bidan, serta 
penguatan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah yang diperlukan untuk menjamin 
pemenuhan hak kesehatan reproduksi secara efektif dan berkeadilan di Indonesia. 
 
Kata Kunci: Amanat konstitusi; bidan; hak kesehatan reproduksi; pelayanan kesehatan. 
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1. Pendahuluan 

Hak kesehatan reproduksi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang 

dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Ketentuan ini menunjukkan 

bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan 

terpenuhinya pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, sebagai bagian 

dari upaya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hak kesehatan 
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reproduksi tidak hanya mencakup aspek pelayanan medis, tetapi juga meliputi hak atas 

informasi, edukasi, serta kebebasan dalam menentukan pilihan yang berkaitan dengan 

fungsi reproduksi secara aman dan bertanggung jawab. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia, bidan memiliki peran yang 

sangat strategis sebagai tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, khususnya bagi perempuan dan anak. 

Bidan tidak hanya menjalankan fungsi klinis dalam pelayanan kehamilan, persalinan, 

dan pasca persalinan, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi. 

(Ida Bagus Gde Manuaba, 2010 : 20) Dengan demikian, bidan memiliki posisi penting 

dalam mewujudkan amanat konstitusi terkait pemenuhan hak kesehatan. 

Namun demikian, meskipun secara normatif jaminan terhadap hak kesehatan 

reproduksi telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, 

implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan 

seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga kesehatan, serta 

rendahnya tingkat kesadaran masyarakat menjadi hambatan dalam pemenuhan hak 

tersebut. (Kemenkes, 2022 : 50) Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara 

norma hukum dengan realitas empiris yang terjadi di masyarakat. 

Selain itu, jika ditinjau dari perspektif ketatanegaraan, keberhasilan pemenuhan hak-

hak konstitusional, termasuk hak kesehatan reproduksi, sangat bergantung pada 

efektivitas sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan 

dalam kajian ilmiah, bahwa dalam sistem ketatanegaraan modern diperlukan adanya 

mekanisme yang menjamin keseimbangan dan pengawasan kekuasaan guna 

mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power). (Adry, 2026 : 335) 

Dalam konteks ini, negara harus mampu menjalankan fungsinya secara optimal melalui 

kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam 

bidang kesehatan reproduksi. 

Lebih lanjut, dinamika penyelenggaraan negara menunjukkan bahwa meskipun secara 

normatif telah terjadi penguatan sistem hukum dan kelembagaan, dalam praktiknya 

masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hak-hak 

konstitusional. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan suatu sistem 

tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh faktor struktural dan 

kultural yang berkembang dalam masyarakat. (Adry, 2026 : 336)  Oleh karena itu, 

pemenuhan hak kesehatan reproduksi tidak hanya memerlukan dukungan regulasi 

yang kuat, tetapi juga membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, 

termasuk tenaga kesehatan seperti bidan, dalam menjalankan perannya secara 

profesional dan bertanggung jawab. 
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Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai 

pemenuhan hak kesehatan reproduksi oleh bidan sebagai amanat konstitusi. Kajian ini 

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran bidan 

dalam sistem pelayanan kesehatan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang 

dihadapi dalam praktik, sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia. 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

interdisipliner antara bidang hukum dan profesi kebidanan melalui pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), dan pendekatan profesi (professional approach). Bahan hukum yang 

digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan 

melalui studi kepustakaan (library research) serta didukung oleh kajian deskriptif 

terhadap praktik kebidanan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara 

kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji peran bidan dalam 

pemenuhan hak kesehatan reproduksi sebagai amanat konstitusi, mengidentifikasi 

berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya penguatan sinergi antara 

regulasi hukum dan praktik kebidanan di Indonesia. 

3. Hasil & Pembahasan 

3.1.  Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi oleh Bidan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi pada fasilitas pelayanan kesehatan, diperoleh temuan bahwa bidan 

memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pemenuhan hak kesehatan 

reproduksi perempuan. Pemenuhan hak tersebut diwujudkan melalui 

penyelenggaraan pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, 

pertolongan persalinan, pelayanan kesehatan masa nifas, pelayanan keluarga 

berencana, pelayanan kesehatan reproduksi remaja, serta pemberian edukasi dan 

konseling mengenai kesehatan reproduksi. Dalam pelaksanaan tugasnya, bidan tidak 

hanya berorientasi pada tindakan medis semata, tetapi juga memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia di bidang kesehatan. 

Hak kesehatan reproduksi merupakan hak setiap individu untuk memperoleh 

informasi, pelayanan, dan perlindungan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya 

secara aman dan bermartabat (BKKBN, 2020). 

Hasil wawancara dengan para bidan menunjukkan bahwa setiap pasien yang datang 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi diberikan kesempatan untuk 

memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi kesehatannya. Informasi 
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tersebut mencakup penjelasan mengenai kehamilan, risiko kesehatan yang mungkin 

terjadi, pilihan metode kontrasepsi, perencanaan kehamilan, serta tindakan medis 

yang akan dilakukan. Pemberian informasi dilakukan secara langsung melalui 

konsultasi individual maupun melalui kegiatan penyuluhan kesehatan yang 

dilaksanakan secara berkala. Menurut para informan, pemberian informasi yang 

memadai merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pasien dapat 

mengambil keputusan secara sadar dan bertanggung jawab terhadap kesehatan 

reproduksinya. Temuan ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa hak atas 

informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak kesehatan reproduksi 

karena setiap individu berhak mengetahui kondisi kesehatannya dan menentukan 

pilihan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya (Kusmiran, 2014). 

Dalam pelayanan antenatal atau pemeriksaan kehamilan, bidan memberikan berbagai 

pelayanan yang bertujuan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin selama masa 

kehamilan. Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan kondisi fisik ibu, pemantauan 

perkembangan janin, pemeriksaan tekanan darah, pemberian tablet tambah darah, 

imunisasi, serta edukasi mengenai pola hidup sehat selama kehamilan. Selain itu, bidan 

juga memberikan konseling mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan yang harus 

segera mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar 

ibu hamil yang menjadi responden merasa terbantu dengan pelayanan yang diberikan 

oleh bidan karena memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi 

kehamilan dan cara menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Pelayanan tersebut 

menunjukkan bahwa bidan telah berupaya memenuhi hak perempuan untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas (Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). 

Pada pelayanan persalinan, bidan berperan dalam memberikan pertolongan persalinan 

yang aman serta memastikan bahwa hak-hak ibu selama proses persalinan tetap 

dihormati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidan memberikan penjelasan kepada 

ibu dan keluarga mengenai proses persalinan yang akan dijalani, tindakan yang 

diperlukan, serta kemungkinan risiko yang dapat terjadi selama persalinan. Sebelum 

melakukan tindakan medis tertentu, bidan terlebih dahulu meminta persetujuan pasien 

sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pasien untuk menentukan pilihan atas 

pelayanan kesehatan yang diterimanya. Praktik tersebut mencerminkan penerapan 

prinsip informed consent yang menjadi salah satu indikator penting dalam 

perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan. Dengan adanya persetujuan 

tindakan medis, pasien memperoleh kesempatan untuk memahami manfaat dan risiko 

dari setiap tindakan yang akan dilakukan sehingga keputusan yang diambil benar-

benar didasarkan pada kesadaran dan kehendak pasien sendiri (Notoatmodjo, 2018). 
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Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi 

dilakukan melalui pelayanan keluarga berencana. Dalam pelayanan ini, bidan 

memberikan informasi mengenai berbagai jenis alat kontrasepsi beserta kelebihan, 

kekurangan, manfaat, dan efek samping masing-masing metode. Pasien diberikan 

kebebasan untuk memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi kesehatannya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Para bidan 

menyatakan bahwa prinsip utama dalam pelayanan keluarga berencana adalah 

memberikan informasi yang lengkap dan menghormati keputusan pasien. Dengan 

demikian, pelayanan keluarga berencana tidak hanya bertujuan mengendalikan angka 

kelahiran, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak reproduksi setiap 

individu untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak secara bertanggung jawab 

(BKKBN, 2020). 

Selain pelayanan kepada ibu hamil dan pasangan usia subur, bidan juga berperan dalam 

memberikan edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja. Berdasarkan hasil 

wawancara, kegiatan edukasi dilakukan melalui sekolah, posyandu remaja, maupun 

kegiatan penyuluhan masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi perubahan fisik 

dan psikologis pada masa pubertas, kesehatan organ reproduksi, pencegahan 

pernikahan usia dini, pencegahan kehamilan tidak diinginkan, serta bahaya penyakit 

menular seksual. Menurut para bidan, edukasi sejak usia remaja sangat penting untuk 

membentuk pemahaman yang benar mengenai kesehatan reproduksi sehingga remaja 

mampu menjaga kesehatan dirinya dan terhindar dari berbagai risiko yang dapat 

merugikan masa depannya. Upaya tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak 

remaja untuk memperoleh informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi yang benar 

dan bertanggung jawab (WHO, 2022). 

Dalam aspek perlindungan hak pasien, penelitian ini menemukan bahwa bidan telah 

berusaha menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan dengan kondisi 

kesehatan reproduksi pasien. Data medis pasien disimpan sesuai prosedur dan tidak 

diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan pasien yang bersangkutan. 

Perlindungan terhadap kerahasiaan informasi kesehatan merupakan salah satu bentuk 

penghormatan terhadap hak privasi yang dimiliki setiap pasien. Berdasarkan observasi 

yang dilakukan peneliti, bidan juga berupaya menciptakan suasana pelayanan yang 

nyaman sehingga pasien merasa aman untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait 

kesehatan reproduksinya. Hal ini sejalan dengan Kode Etik Bidan Indonesia yang 

menegaskan bahwa bidan wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diketahui 

dalam hubungan profesional dengan pasien, kecuali ditentukan lain oleh peraturan 

perundang-undangan (Ikatan Bidan Indonesia, 2021). 

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa kendala yang masih dihadapi 

dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Kendala tersebut antara lain rendahnya 
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tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, 

keterbatasan tenaga kesehatan di beberapa wilayah, kurangnya fasilitas penunjang 

pelayanan, serta adanya faktor budaya yang menganggap pembahasan mengenai 

kesehatan reproduksi sebagai sesuatu yang tabu. Akibatnya, sebagian masyarakat 

masih enggan memanfaatkan layanan kesehatan reproduksi yang tersedia. Selain itu, 

terdapat pula pasien yang datang dalam kondisi sudah mengalami komplikasi karena 

terlambat memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Menurut para bidan, kondisi 

tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memberikan pelayanan yang 

optimal kepada masyarakat. 

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bidan telah 

melaksanakan berbagai upaya untuk memenuhi hak kesehatan reproduksi masyarakat 

melalui pelayanan kesehatan yang komprehensif, pemberian informasi dan edukasi, 

perlindungan hak pasien, serta pendampingan selama proses reproduksi berlangsung. 

Pelaksanaan pelayanan tersebut menunjukkan bahwa bidan tidak hanya berfungsi 

sebagai tenaga kesehatan yang memberikan tindakan medis, tetapi juga sebagai 

pendidik, konselor, advokat, dan pelindung hak-hak reproduksi perempuan. Namun 

demikian, untuk mewujudkan pemenuhan hak kesehatan reproduksi secara maksimal 

masih diperlukan dukungan dari pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, keluarga, 

dan masyarakat agar berbagai hambatan yang ada dapat diatasi sehingga pelayanan 

kesehatan reproduksi dapat diakses secara merata, aman, dan berkualitas oleh seluruh 

Masyarakat. 

Peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi meirupakan salah satu beintuk peilaksanaan hak 

asasi manusia yang dijamin oleih konstitusi dan beirbagai peiraturan peirundang-

undangan di Indoneisia. Hak keiseihatan reiproduksi meincakup hak seitiap individu untuk 

meimpeiroleih informasi, peilayanan keiseihatan, seirta peirlindungan yang beirkaitan 

deingan fungsi dan proseis reiproduksinya seicara aman, beirmutu, dan tanpa 

diskriminasi. Dalam konteiks peilayanan keiseihatan, bidan meimiliki posisi yang sangat 

peinting kareina meirupakan teinaga keiseihatan yang paling deikat deingan masyarakat, 

khususnya peireimpuan, ibu hamil, ibu beirsalin, ibu nifas, bayi, seirta pasangan usia 

subur. Beirdasarkan hasil peineilitian, dikeitahui bahwa bidan teilah meilaksanakan 

beirbagai upaya untuk meimeinuhi hak keiseihatan reiproduksi meilalui peilayanan 

keibidanan yang kompreiheinsif mulai dari masa keihamilan, peirsalinan, nifas, peilayanan 

keiluarga beireincana, hingga peindidikan keiseihatan reiproduksi keipada masyarakat. 

Teimuan ini meinunjukkan bahwa bidan beirpeiran seibagai ujung tombak dalam 

meiwujudkan peilayanan keiseihatan reiproduksi yang beirkualitas dan beirkeiadilan 

(Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 teintang Keiseihatan). 

Hasil peineilitian meinunjukkan bahwa salah satu beintuk peimeinuhan hak keiseihatan 

reiproduksi yang dilakukan oleih bidan adalah meimbeirikan akseis informasi yang 
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meimadai keipada pasiein. Informasi teirseibut meiliputi kondisi keiseihatan reiproduksi 

pasiein, risiko yang mungkin teirjadi seilama keihamilan dan peirsalinan, pilihan meitodei 

kontraseipsi, seirta langkah-langkah peinceigahan peinyakit yang beirkaitan deingan 

keiseihatan reiproduksi. Peimbeirian informasi meirupakan unsur yang sangat peinting 

dalam peilayanan keiseihatan kareina meimungkinkan pasiein untuk meimahami kondisi 

keiseihatannya dan meineintukan pilihan yang seisuai deingan keibutuhan seirta 

keiinginannya. Hak untuk meimpeiroleih informasi yang beinar dan leingkap meirupakan 

bagian dari hak keiseihatan reiproduksi yang harus dipeinuhi oleih teinaga keiseihatan. Oleih 

kareina itu, upaya bidan dalam meimbeirikan eidukasi dan konseiling keipada pasiein dapat 

dinilai seibagai beintuk peinghormatan teirhadap hak reiproduksi masyarakat (Kusmiran, 

2014). 

Beirdasarkan teiori hak keiseihatan reiproduksi, seitiap individu meimiliki hak untuk 

meingambil keiputusan meingeinai keihidupan reiproduksinya seicara beibas dan 

beirtanggung jawab. Dalam peineilitian ini diteimukan bahwa bidan seilalu meimbeirikan 

keiseimpatan keipada pasiein untuk meimilih jeinis peilayanan atau meitodei kontraseipsi 

yang diinginkan seiteilah teirleibih dahulu dibeirikan peinjeilasan meingeinai manfaat, risiko, 

seirta eifeik samping yang mungkin timbul. Praktik teirseibut meinunjukkan adanya 

peineirapan prinsip informeid conseint dalam peilayanan keiseihatan reiproduksi. Prinsip ini 

meimbeirikan jaminan bahwa seitiap tindakan meidis dilakukan atas dasar peirseitujuan 

pasiein yang teilah meimpeiroleih informasi seicara leingkap. Deingan deimikian, pasiein 

tidak hanya meinjadi objeik peilayanan keiseihatan, teitapi juga meinjadi subjeik yang 

meimiliki hak untuk meineintukan pilihan atas tubuh dan keiseihatan reiproduksinya 

seindiri (Notoatmodjo, 2018). 

Seilain meimbeirikan informasi dan meinjamin hak pasiein dalam peingambilan 

keiputusan, hasil peineilitian juga meinunjukkan bahwa bidan teilah beirupaya 

meimbeirikan peilayanan keiseihatan reiproduksi yang beirkualitas. Peilayanan teirseibut 

teirlihat dari peilaksanaan peimeiriksaan keihamilan seicara beirkala, peimantauan kondisi 

ibu dan janin, peimbeirian supleimein keiseihatan, peindampingan seilama peirsalinan, 

hingga peilayanan pasca peirsalinan. Peilayanan yang dibeirikan seicara 

beirkeisinambungan teirseibut meinunjukkan bahwa bidan teilah meinjalankan fungsi 

promotif, preiveintif, kuratif, dan reihabilitatif dalam bidang keiseihatan reiproduksi. 

Meinurut teiori peilayanan keiseihatan, kualitas peilayanan tidak hanya diukur dari 

keimampuan teinaga keiseihatan dalam meimbeirikan tindakan meidis, teitapi juga dari 

keimampuannya dalam meimbeirikan rasa aman, nyaman, dan keipuasan keipada pasiein. 

Oleih kareina itu, peilayanan yang dibeirikan oleih bidan dalam peineilitian ini dapat 

dikateigorikan seibagai upaya nyata dalam meiwujudkan hak masyarakat untuk 

meimpeiroleih peilayanan keiseihatan reiproduksi yang beirmutu (Mubarak, 2017). 
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Hasil peineilitian juga meimpeirlihatkan bahwa bidan meimiliki peiran peinting dalam 

meiningkatkan keisadaran masyarakat meingeinai keiseihatan reiproduksi meilalui 

keigiatan peinyuluhan dan eidukasi. Peinyuluhan dilakukan baik seicara individu maupun 

keilompok meilalui keigiatan posyandu, keilas ibu hamil, seikolah, dan beirbagai keigiatan 

keiseihatan masyarakat lainnya. Mateiri yang dibeirikan meincakup keiseihatan reiproduksi 

reimaja, peinceigahan keihamilan risiko tinggi, peireincanaan keiluarga, bahaya peinyakit 

meinular seiksual, seirta peintingnya peimeiriksaan keiseihatan seicara beirkala. Keigiatan 

eidukasi teirseibut sangat peinting meingingat masih banyak masyarakat yang meimiliki 

peimahaman teirbatas meingeinai keiseihatan reiproduksi. Kurangnya peingeitahuan dapat 

meinyeibabkan masyarakat teirlambat meindapatkan peilayanan keiseihatan seihingga 

meiningkatkan risiko teirjadinya komplikasi keiseihatan. Oleih kareina itu, eidukasi yang 

dilakukan oleih bidan meirupakan salah satu strateigi eifeiktif dalam peimeinuhan hak 

keiseihatan reiproduksi kareina meimbeirikan keiseimpatan keipada masyarakat untuk 

meimpeiroleih peingeitahuan yang beinar meingeinai keiseihatan reiproduksi (WHO, 2022). 

Dalam peirspeiktif hukum keiseihatan, peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi tidak hanya 

beirkaitan deingan peimbeirian peilayanan keiseihatan, teitapi juga peirlindungan teirhadap 

hak-hak pasiein. Hasil peineilitian meinunjukkan bahwa bidan beirupaya meinjaga 

keirahasiaan data dan informasi keiseihatan pasiein seilama proseis peilayanan 

beirlangsung. Keirahasiaan informasi keiseihatan meirupakan salah satu hak dasar pasiein 

yang harus dihormati oleih teinaga keiseihatan. Peirlindungan teirhadap keirahasiaan data 

pasiein beirtujuan untuk meinjaga privasi dan martabat pasiein seihingga meireika meirasa 

aman dalam meingakseis peilayanan keiseihatan. Tindakan bidan yang tidak 

meinyeibarluaskan informasi meingeinai kondisi keiseihatan reiproduksi pasiein tanpa 

peirseitujuan meinunjukkan adanya peineirapan prinsip eitika profeisi dalam peilayanan 

keibidanan. Hal teirseibut seisuai deingan keiteintuan Kodei EItik Bidan Indoneisia yang 

meingharuskan bidan meinjaga keirahasiaan seigala informasi yang dipeiroleih dalam 

hubungan profeisional deingan pasiein (Ikatan Bidan Indoneisia, 2021). 

Meiskipun hasil peineilitian meinunjukkan bahwa bidan teilah beirupaya meimeinuhi hak 

keiseihatan reiproduksi seicara optimal, masih teirdapat beirbagai hambatan yang 

meimeingaruhi eifeiktivitas peilayanan. Hambatan yang diteimukan antara lain reindahnya 

tingkat peindidikan masyarakat, keiteirbatasan peingeitahuan meingeinai keiseihatan 

reiproduksi, kurangnya fasilitas keiseihatan di beibeirapa wilayah, seirta peingaruh budaya 

yang masih meinganggap peimbahasan meingeinai keiseihatan reiproduksi seibagai hal 

yang tabu. Faktor budaya ini seiring kali meinyeibabkan masyarakat, khususnya 

peireimpuan dan reimaja, meirasa malu atau einggan beirkonsultasi meingeinai masalah 

keiseihatan reiproduksi yang dialaminya. Akibatnya, peilayanan keiseihatan reiproduksi 

yang teilah teirseidia tidak dimanfaatkan seicara maksimal oleih masyarakat. Kondisi 

teirseibut meinunjukkan bahwa keibeirhasilan peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi 
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tidak hanya diteintukan oleih teinaga keiseihatan, teitapi juga dipeingaruhi oleih faktor 

sosial, budaya, eikonomi, dan lingkungan masyarakat (BKKBN, 2020). 

Dari peirspeiktif teiori eifeiktivitas hukum, keibeirhasilan peilaksanaan suatu aturan tidak 

hanya diteintukan oleih keibeiradaan peiraturan peirundang-undangan, teitapi juga oleih 

tingkat keisadaran hukum masyarakat, sarana peindukung, seirta aparat peilaksana yang 

meinjalankan aturan teirseibut. Dalam peineilitian ini dapat dilihat bahwa bidan teilah 

meinjalankan peirannya seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan dan 

standar profeisi yang beirlaku. Namun, masih teirdapat keindala eiksteirnal yang 

meinyeibabkan peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi beilum seipeinuhnya optimal. Oleih 

kareina itu, dipeirlukan upaya kolaboratif antara peimeirintah, teinaga keiseihatan, 

leimbaga peindidikan, organisasi profeisi, dan masyarakat untuk meiningkatkan 

peimahaman masyarakat meingeinai peintingnya keiseihatan reiproduksi seirta 

meimpeirluas akseis teirhadap peilayanan keiseihatan yang beirkualitas. 

Beirdasarkan peimbahasan di atas, dapat dipahami bahwa bidan meimiliki kontribusi 

yang sangat beisar dalam peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi masyarakat. Peiran 

teirseibut diwujudkan meilalui peimbeirian peilayanan keiseihatan yang beirkualitas, 

peinyeidiaan informasi dan eidukasi, peirlindungan teirhadap hak-hak pasiein, seirta 

peindampingan dalam seitiap tahapan keihidupan reiproduksi. Deingan deimikian, 

keibeiradaan bidan tidak hanya beirfungsi seibagai teinaga keiseihatan yang meimbeirikan 

peilayanan meidis, teitapi juga seibagai peilaksana peirlindungan hak keiseihatan 

reiproduksi yang dijamin oleih hukum. Oleih kareina itu, peiningkatan kapasitas bidan, 

peinguatan sarana dan prasarana keiseihatan, seirta peiningkatan keisadaran masyarakat 

meinjadi faktor peinting untuk meiwujudkan peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi yang 

leibih eifeiktif dan beirkeilanjutan. 

3.2. Pengaturan Hak Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Hukum Tata 

Negara Sebagai Bagian dari Hak Konstitusional Warga Negara 

Hak kesehatan reproduksi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang 

memperoleh jaminan secara konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Dalam 

perspektif hukum tata negara, hak ini berakar pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 

bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut 

tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak atas kesehatan secara umum, tetapi 

juga mengandung implikasi bahwa negara wajib menjamin pemenuhan seluruh aspek 

kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, sebagai bagian dari hak dasar warga 

negara. 

Lebih lanjut, dalam kerangka konstitusional, hak kesehatan reproduksi juga memiliki 

keterkaitan erat dengan prinsip negara kesejahteraan (welfare state), di mana negara 
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tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai penyedia 

layanan publik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, negara 

memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan 

memenuhi (to fulfill) hak kesehatan reproduksi melalui berbagai kebijakan dan 

tindakan konkret. (Jimly, 2005 : 115) Kewajiban ini menuntut adanya intervensi aktif 

dari negara dalam bentuk regulasi, penyediaan fasilitas kesehatan, serta peingawasan 

teirhadap peilaksanaan peilayanan keiseihatan agar beirjalan seisuai deingan standar yang 

teilah diteitapkan. 

Peingaturan leibih lanjut meingeinai hak keiseihatan reiproduksi dapat diteimukan dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 teintang Keiseihatan yang seicara eiksplisit 

meingakui bahwa seitiap orang beirhak meimpeiroleih informasi, eidukasi, dan peilayanan 

keiseihatan reiproduksi yang aman, beirmutu, seirta teirjangkau. Seilain itu, Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2019 teintang Keibidanan juga meimbeirikan dasar hukum bagi 

praktik profeisi bidan dalam meimbeirikan peilayanan keiseihatan reiproduksi keipada 

masyarakat. Deingan deimikian, seicara normatif, teirdapat sineirgi antara hukum tata 

neigara dan hukum seiktoral dalam meinjamin peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi. 

Dalam peirspeiktif hukum tata neigara modeirn, peingaturan hak konstitusional tidak 

hanya beirheinti pada aspeik normatif, teitapi juga meincakup bagaimana norma teirseibut 

diimpleimeintasikan dalam praktik peinyeileinggaraan neigara. Hal ini beirkaitan eirat 

deingan prinsip konstitusionalismei yang meinuntut adanya peimbatasan keikuasaan 

seirta jaminan peirlindungan teirhadap hak-hak warga neigara. Seibagaimana 

dikeimukakan dalam kajian ilmiah, bahwa sisteim keitataneigaraan yang ideial harus 

mampu meinciptakan meikanismei yang meinceigah teirjadinya peinyalahgunaan 

keikuasaan (abusei of poweir) seirta meimastikan adanya peirlindungan yang eifeiktif 

teirhadap hak-hak konstitusional. (Adry, 2026 : 335) Deingan deimikian, peimeinuhan hak 

keiseihatan reiproduksi juga sangat beirgantung pada eifeiktivitas sisteim peimeirintahan 

dalam meinjalankan fungsi dan keiweinangannya. 

Seilain itu, peingaturan hak keiseihatan reiproduksi juga tidak dapat dileipaskan dari peiran 

keibijakan publik dalam bidang keiseihatan. Neigara meilalui peimeirintah meimiliki 

keiweinangan untuk meirumuskan keibijakan yang beirtujuan meiningkatkan akseis dan 

kualitas peilayanan keiseihatan reiproduksi, seipeirti program keiseihatan ibu dan anak, 

keiluarga beireincana, seirta peinyuluhan keiseihatan reiproduksi. Keibijakan teirseibut 

meirupakan beintuk konkreit dari peilaksanaan keiwajiban neigara dalam meimeinuhi hak 

konstitusional warga neigara. Namun deimikian, keibeirhasilan keibijakan teirseibut sangat 

dipeingaruhi oleih beirbagai faktor, teirmasuk keiteirseidiaan anggaran, kualitas sumbeir 

daya manusia, seirta eifeiktivitas koordinasi antar leimbaga peimeirintah. 
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Dalam praktiknya, meiskipun peingaturan hak keiseihatan reiproduksi teilah meimiliki 

landasan hukum yang kuat, masih teirdapat beirbagai peirmasalahan yang meinghambat 

impleimeintasinya seicara optimal. Salah satu peirmasalahan utama adalah keitimpangan 

akseis teirhadap layanan keiseihatan antara wilayah peirkotaan dan peideisaan. Di daeirah 

teirpeincil, keiteirbatasan fasilitas keiseihatan dan teinaga meidis seiringkali meinjadi 

keindala dalam meimbeirikan peilayanan keiseihatan reiproduksi yang meimadai. 

(Keimeinkeis, 2022 : 55)  Seilain itu, reindahnya tingkat liteirasi masyarakat meingeinai 

keiseihatan reiproduksi juga meinjadi faktor yang meimpeingaruhi reindahnya 

peimanfaatan layanan keiseihatan yang teirseidia. 

Faktor sosial dan budaya juga turut meimpeingaruhi peimeinuhan hak keiseihatan 

reiproduksi. Dalam beibeirapa komunitas, peimbahasan meingeinai keiseihatan reiproduksi 

masih dianggap seibagai hal yang seinsitif atau tabu, seihingga meinghambat 

peinyeibaran informasi yang beinar dan kompreiheinsif. Kondisi ini meinunjukkan bahwa 

peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi tidak hanya meimbutuhkan peindeikatan hukum 

dan keibijakan, teitapi juga peindeikatan sosial dan kultural yang mampu meingubah pola 

pikir masyarakat. 

Di sisi lain, jika dilihat dari peirspeiktif keitataneigaraan, eifeiktivitas peingaturan hak 

keiseihatan reiproduksi juga sangat beirgantung pada kualitas tata keilola peimeirintahan. 

Sisteim peimeirintahan yang transparan, akuntabeil, dan reisponsif teirhadap keibutuhan 

masyarakat akan leibih mampu meinjamin teirpeinuhinya hak-hak konstitusional. 

Seibaliknya, leimahnya peingawasan dan reindahnya akuntabilitas dapat meinyeibabkan 

teirjadinya peinyimpangan dalam peilaksanaan keibijakan, yang pada akhirnya 

meirugikan masyarakat seibagai peineirima manfaat. (Keimeinkeis, 2022 : 60) 

Dalam konteiks ini, peinting untuk meineigaskan bahwa peimeinuhan hak keiseihatan 

reiproduksi meirupakan tanggung jawab beirsama antara neigara dan seiluruh peimangku 

keipeintingan, teirmasuk teinaga keiseihatan seipeirti bidan. Bidan seibagai ujung tombak 

peilayanan keiseihatan meimiliki peiran strateigis dalam meingimpleimeintasikan keibijakan 

keiseihatan di tingkat masyarakat. Oleih kareina itu, peinguatan kapasitas dan 

profeisionalismei bidan meinjadi salah satu faktor kunci dalam meiwujudkan peimeinuhan 

hak keiseihatan reiproduksi seicara optimal. 

Deingan deimikian, dapat disimpulkan bahwa peingaturan hak keiseihatan reiproduksi 

dalam peirspeiktif hukum tata neigara teilah meimiliki dasar konstitusional yang kuat dan 

didukung oleih beirbagai peiraturan peirundang-undangan. Namun, eifeiktivitas 

peimeinuhannya sangat beirgantung pada impleimeintasi keibijakan, kualitas tata keilola 

peimeirintahan, seirta sineirgi antara aspeik hukum dan praktik peilayanan keiseihatan. 

Oleih kareina itu, dipeirlukan upaya yang beirkeilanjutan untuk meimpeirkuat sisteim 
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hukum dan peilayanan keiseihatan guna meinjamin teirpeinuhinya hak keiseihatan 

reiproduksi seibagai bagian dari hak konstitusional warga neigara. 

Peimbahasan dalam peineilitian ini meinitikbeiratkan pada hubungan antara aspeik 

hukum tata neigara deingan praktik profeisi bidan dalam peimeinuhan hak keiseihatan 

reiproduksi seibagai bagian dari hak konstitusional warga neigara. Analisis dilakukan 

seicara kompreiheinsif deingan meilihat keiteirkaitan antara norma hukum, keibijakan 

neigara, seirta impleimeintasi peilayanan keiseihatan di lapangan. 

a. Hak Kesehatan Reproduksi sebagai Hak Konstitusional Warga Negara 

Hak keiseihatan reiproduksi meirupakan bagian dari hak atas keiseihatan yang dijamin 

dalam konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia 

Tahun 1945 meimbeirikan dasar hukum bahwa seitiap warga neigara beirhak meimpeiroleih 

peilayanan keiseihatan yang layak. Dalam peirspeiktif hukum tata neigara, keiteintuan ini 

meingandung keiwajiban bagi neigara untuk tidak hanya meingakui hak teirseibut, teitapi 

juga meimastikan peimeinuhannya meilalui keibijakan dan tindakan nyata. 

Konseip hak konstitusional ini meineimpatkan neigara seibagai aktor utama yang 

beirtanggung jawab dalam meinjamin keiseijahteiraan masyarakat. Neigara tidak boleih 

beirsikap pasif, meilainkan harus aktif dalam meinyeidiakan sarana, prasarana, seirta 

reigulasi yang meindukung teirpeinuhinya hak keiseihatan reiproduksi. (Jimli Asshiddiqiei, 

2005 : 120) Hal ini seijalan deingan prinsip neigara keiseijahteiraan yang meineikankan 

peiran neigara dalam meimbeirikan peirlindungan sosial keipada masyarakat. 

b. Peran dan Kewenangan Bidan dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi 

Bidan meimiliki peiran strateigis dalam sisteim peilayanan keiseihatan, khususnya dalam 

bidang keiseihatan ibu dan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 teintang 

Keibidanan, bidan dibeirikan keiweinangan untuk meimbeirikan peilayanan keiseihatan 

reiproduksi seicara profeisional seisuai deingan standar kompeiteinsi yang teilah 

diteitapkan.  

Peiran bidan tidak hanya teirbatas pada tindakan meidis, teitapi juga meincakup fungsi 

eidukatif dan preiveintif. Bidan beirpeiran dalam meimbeirikan peinyuluhan meingeinai 

keiseihatan reiproduksi, peireincanaan keiluarga, seirta peinceigahan komplikasi seilama 

keihamilan dan peirsalinan. Deingan deimikian, bidan meinjadi ujung tombak dalam 

meiwujudkan akseis peilayanan keiseihatan reiproduksi yang meirata di masyarakat. 

Seilain itu, keibeiradaan bidan sangat peinting di daeirah yang meimiliki keiteirbatasan 

fasilitas keiseihatan. Dalam kondisi teirseibut, bidan seiringkali meinjadi satu-satunya 

teinaga keiseihatan yang dapat diakseis oleih masyarakat. Hal ini meinunjukkan bahwa 

peiran bidan tidak hanya beirsifat teiknis, teitapi juga meimiliki dimeinsi sosial dalam 
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meinjeimbatani keibutuhan masyarakat teirhadap peilayanan keiseihatan. (Ida Bagus Gdei 

Manuaba, 2010 : 25) 

c. Kolaborasi Profesi Bidan dan Hukum Tata Negara 

Peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi tidak dapat dilakukan seicara parsial, meilainkan 

meimeirlukan kolaborasi antara beirbagai pihak, teirmasuk neigara dan teinaga 

keiseihatan. Dalam peirspeiktif hukum tata neigara, neigara meimiliki keiwajiban untuk 

meirumuskan keibijakan dan meinyeidiakan fasilitas, seidangkan bidan beirpeiran seibagai 

peilaksana di lapangan. 

Kolaborasi ini dapat dilihat dalam beintuk impleimeintasi keibijakan keiseihatan yang 

meilibatkan bidan seibagai peilaksana program peimeirintah, seipeirti program keiseihatan 

ibu dan anak seirta keiluarga beireincana. Dalam hal ini, bidan beirpeiran seibagai 

peirpanjangan tangan neigara dalam meimbeirikan peilayanan langsung keipada 

masyarakat. 

Namun deimikian, eifeiktivitas kolaborasi ini sangat beirgantung pada sineirgi antara 

reigulasi dan praktik. Seibagaimana dikeimukakan dalam kajian keitataneigaraan, 

keibeirhasilan suatu keibijakan tidak hanya diteintukan oleih norma hukum, teitapi juga 

oleih eifeiktivitas peilaksanaannya di lapangan. (Adry Syah Putra, 2026 : 336)  Oleih kareina 

itu, dipeirlukan koordinasi yang baik antara peimeirintah, teinaga keiseihatan, dan 

masyarakat untuk meimastikan bahwa hak keiseihatan reiproduksi dapat teirpeinuhi 

seicara optimal. 

d. Hambatan dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi 

Meiskipun seicara normatif teilah teirdapat jaminan hukum yang kuat, dalam praktiknya 

peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi masih meinghadapi beirbagai hambatan. Salah 

satu hambatan utama adalah keiteirbatasan fasilitas dan teinaga keiseihatan, teirutama di 

daeirah teirpeincil. (Keimeintrian Keiseihatan Reipublik Indoneisia, 2022 : 58) 

Seilain itu, reindahnya tingkat keisadaran masyarakat meingeinai peintingnya keiseihatan 

reiproduksi juga meinjadi keindala yang signifikan. Faktor sosial dan budaya yang 

meinganggap isu reiproduksi seibagai hal yang tabu turut meinghambat akseis 

masyarakat teirhadap informasi yang beinar. Kondisi ini meinunjukkan bahwa 

peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi tidak hanya meimeirlukan peindeikatan hukum, 

teitapi juga peindeikatan sosial dan eidukatif. 

Hambatan lain yang tidak kalah peinting adalah kurangnya koordinasi antar leimbaga 

dalam peilaksanaan keibijakan keiseihatan. Hal ini dapat meinyeibabkan keitidakeifisieinan 

dalam peinyeileinggaraan peilayanan keiseihatan seirta meinghambat peincapaian tujuan 

yang teilah diteitapkan. 
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e. Upaya Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi 

Untuk meingatasi beirbagai hambatan teirseibut, dipeirlukan upaya strateigis yang 

meilibatkan beirbagai pihak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

meiningkatkan kualitas dan jumlah teinaga bidan meilalui peindidikan dan peilatihan yang 

beirkeilanjutan. (Keimeintrian Keiseihatan Reipublik Indoneisia, 2022 : 72) 

Seilain itu, peimeirintah peirlu meiningkatkan akseis teirhadap fasilitas keiseihatan, 

khususnya di daeirah teirpeincil, agar masyarakat dapat meimpeiroleih peilayanan 

keiseihatan reiproduksi seicara meirata. Peiningkatan sosialisasi dan eidukasi keipada 

masyarakat juga meinjadi langkah peinting dalam meiningkatkan keisadaran akan 

peintingnya keiseihatan reiproduksi. 

Dari peirspeiktif hukum tata neigara, peinguatan reigulasi dan peingawasan teirhadap 

peilaksanaan keibijakan keiseihatan juga sangat dipeirlukan. Neigara harus meimastikan 

bahwa seitiap keibijakan yang dibuat beinar-beinar dilaksanakan seisuai deingan tujuan 

yang teilah diteitapkan, seihingga hak keiseihatan reiproduksi dapat teirpeinuhi seicara 

eifeiktif. 

3.3. Peran dan Kewenangan Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Dalam Pemenuhan 

Hak Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Standar Profesi dan Ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan 

Beirdasarkan hasil peineilitian, bidan meimiliki posisi strateigis seibagai teinaga keiseihatan 

dalam peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi yang meirupakan bagian dari hak 

konstitusional warga neigara. Peiran teirseibut tidak hanya teirbatas pada aspeik teiknis 

peilayanan meidis, teitapi juga meincakup dimeinsi eidukatif, preiveintif, dan sosial yang 

seicara langsung beirkaitan deingan peiningkatan kualitas keiseihatan masyarakat, 

khususnya peireimpuan dan anak. Dalam konteiks ini, bidan beirfungsi seibagai ujung 

tombak peilayanan keiseihatan reiproduksi yang beirhadapan langsung deingan 

masyarakat. 

Seicara normatif, keiweinangan bidan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2019 teintang Keibidanan yang meimbeirikan leigitimasi hukum bagi bidan untuk 

meilaksanakan praktik profeisional seisuai deingan kompeiteinsinya. Keiweinangan 

teirseibut meiliputi peilayanan keiseihatan ibu, peilayanan keiseihatan anak, peilayanan 

keiseihatan reiproduksi peireimpuan dan keiluarga beireincana, seirta peilaksanaan tugas 

beirdasarkan peilimpahan weiweinang dari teinaga meidis. Hal ini meinunjukkan bahwa 

bidan meimiliki ruang lingkup praktik yang luas dan beirpeiran peinting dalam sisteim 

peilayanan keiseihatan nasional. 
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Dalam peirspeiktif ilmu keibidanan, peiran bidan tidak hanya dipahami seibagai teinaga 

meidis, teitapi juga seibagai peindamping peireimpuan dalam seiluruh siklus reiproduksi. 

Seibagaimana dikeimukakan oleih Ida Bagus Gdei Manuaba, bahwa bidan meimiliki peiran 

peinting dalam meinjaga keiseihatan ibu seijak masa keihamilan, peirsalinan, hingga masa 

nifas, seirta dalam upaya meinurunkan angka keimatian ibu dan bayi.(Manuaba, 2010 : 

30) Seilain itu, meinurut Varneiy dalam Varneiy’s Midwife iry, praktik keibidanan 

meineikankan pada peindeikatan holistik yang meincakup aspeik fisik, psikologis, dan 

sosial dalam peilayanan keiseihatan reiproduksi.(Varneiy, 2007 : 12) Hal ini meinunjukkan 

bahwa peilayanan keibidanan tidak hanya beirorieintasi pada peinyeimbuhan, teitapi juga 

pada keiseijahteiraan meinyeiluruh peireimpuan. 

Leibih lanjut, dalam buku Midwifeiry: A Teixtbook for Midwiveis oleih Mayeis dijeilaskan 

bahwa bidan meimiliki tanggung jawab dalam meimbeirikan peilayanan yang aman, 

eifeiktif, dan beirbasis bukti (eivideincei-baseid practicei) guna meinjamin keiseilamatan ibu 

dan bayi.(Mayeis, 2015 : 45) Deingan deimikian, standar profeisi keibidanan meinuntut 

bidan untuk seilalu meiningkatkan kompeiteinsi dan meingikuti peirkeimbangan ilmu 

peingeitahuan dalam bidang keiseihatan reiproduksi. 

Dalam praktiknya, hasil peineilitian meinunjukkan bahwa bidan meinjalankan tiga fungsi 

utama dalam peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi. Peirtama, fungsi kuratif, yaitu 

meimbeirikan peilayanan meidis dalam keihamilan, peirsalinan, dan peinanganan 

komplikasi ringan. Keidua, fungsi preiveintif, yaitu meilakukan upaya peinceigahan meilalui 

peimeiriksaan rutin dan deiteiksi dini teirhadap risiko keiseihatan reiproduksi. Keitiga, fungsi 

promotif, yaitu meimbeirikan eidukasi keipada masyarakat meingeinai peintingnya 

keiseihatan reiproduksi dan peireincanaan keiluarga. (Manuaba, 2010 : 35) Keitiga fungsi ini 

meinunjukkan bahwa bidan meimiliki kontribusi yang signifikan dalam meiningkatkan 

deirajat keiseihatan masyarakat seicara keiseiluruhan. 

Seilain itu, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 teintang Keiseihatan 

diteigaskan bahwa seitiap teinaga keiseihatan wajib meimbeirikan peilayanan yang aman, 

beirmutu, dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini, bidan meimiliki tanggung jawab hukum 

untuk meimastikan bahwa seitiap peireimpuan meimpeiroleih peilayanan keiseihatan 

reiproduksi yang layak dan seisuai deingan standar profeisi. Peilanggaran teirhadap 

keiwajiban teirseibut dapat meinimbulkan konseikueinsi hukum, baik seicara administratif, 

peirdata, maupun pidana. 

Namun deimikian, hasil peineilitian juga meinunjukkan bahwa peilaksanaan peiran dan 

keiweinangan bidan masih meinghadapi beirbagai keindala. Keiteirbatasan fasilitas 

keiseihatan, kurangnya teinaga bidan di daeirah teirpeincil, seirta tingginya beiban keirja 

meinjadi faktor yang meimpeingaruhi kualitas peilayanan yang dibeirikan. Seilain itu, 

faktor sosial dan budaya yang masih meinganggap keiseihatan reiproduksi seibagai isu 
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seinsitif turut meinghambat upaya bidan dalam meimbeirikan eidukasi keipada 

masyarakat. (Keimeinkeis, 2022 : 60) 

Dari peirspeiktif hukum tata neigara, peiran bidan dalam peimeinuhan hak keiseihatan 

reiproduksi meirupakan bagian dari peilaksanaan keiwajiban neigara dalam meinjamin hak 

konstitusional warga neigara. Neigara meilalui keibijakan dan reigulasi meimbeirikan 

keiweinangan keipada bidan untuk meinjalankan fungsi peilayanan keiseihatan, seihingga 

bidan dapat dipandang seibagai peirpanjangan tangan neigara dalam meiwujudkan 

peilayanan keiseihatan yang adil dan meirata. (Adry, 2026 : 337) 

Deingan deimikian, dapat disimpulkan bahwa bidan meimiliki peiran dan keiweinangan 

yang sangat peinting dalam peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi. Dukungan reigulasi 

yang kuat, standar profeisi yang jeilas, seirta peiningkatan kapasitas bidan meinjadi faktor 

kunci dalam meimastikan bahwa peilayanan keiseihatan reiproduksi dapat teirlaksana 

seicara optimal dan seisuai deingan amanat konstitusi. 

Peimbahasan ini tidak hanya meindeiskripsikan peiran bidan dalam peimeinuhan hak 

keiseihatan reiproduksi, teitapi juga meinguji seicara kritis keiseisuaian antara norma 

hukum (das sollein) dan praktik eimpiris (das seiin) dalam keirangka hukum tata neigara. 

Analisis ini peinting untuk meinilai apakah jaminan konstitusional beinar-beinar 

teirimpleimeintasi seicara eifeiktif dalam sisteim peilayanan keiseihatan. 

a. Ketegangan antara Jaminan Konstitusional dan Realitas Implementasi 

Seicara normatif, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia 

Tahun 1945 teilah meimbeirikan jaminan yang kuat teirhadap hak atas keiseihatan, 

teirmasuk keiseihatan reiproduksi. Namun, dalam peirspeiktif kritis, jaminan 

konstitusional teirseibut ceindeirung masih beirsifat deiklaratif apabila tidak diikuti 

deingan meikanismei impleimeintasi yang eifeiktif. 

Dalam praktiknya, teirdapat keiseinjangan antara norma hukum deingan reialitas 

peilayanan keiseihatan di lapangan. Keitimpangan akseis teirhadap layanan keiseihatan, 

teirutama di daeirah teirpeincil, meinunjukkan bahwa neigara beilum seipeinuhnya 

meinjalankan keiwajiban konstitusionalnya seicara optimal. Kondisi ini meinceirminkan 

adanya impleimeintation gap yang seiring teirjadi dalam neigara beirkeimbang, di mana 

reigulasi yang baik tidak seilalu diiringi deingan kapasitas institusional yang meimadai. 

(Jimly, 2005 : 130) 

b. Posisi Bidan sebagai “Street-Level Bureaucracy” dalam Perspektif Hukum 

Dalam analisis yang leibih meindalam, bidan dapat diposisikan seibagai bagian dari 

streieit-leiveil bureiaucracy, yaitu aktor peilaksana keibijakan yang beirinteiraksi langsung 
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deingan masyarakat. Dalam posisi ini, bidan tidak hanya meinjalankan aturan, teitapi 

juga meilakukan inteirpreitasi teirhadap keibijakan dalam praktik seihari-hari. 

Meinurut Michaeil Lipsky, peilaksana keibijakan di tingkat lapangan seiringkali 

meinghadapi keiteirbatasan sumbeir daya seihingga harus meimbuat diskreisi dalam 

meinjalankan tugasnya. (Lipsky, 1980 : 15) Dalam konteiks keibidanan, hal ini teirlihat 

keitika bidan harus meingambil keiputusan ceipat dalam kondisi keiteirbatasan fasilitas 

atau meinghadapi situasi darurat dalam peilayanan keiseihatan reiproduksi. 

Analisis ini meinunjukkan bahwa keibeirhasilan peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi 

tidak hanya beirgantung pada reigulasi, teitapi juga pada kapasitas individu bidan 

seibagai peilaksana keibijakan. Deingan deimikian, neigara tidak dapat hanya 

meingandalkan peindeikatan normatif, teitapi harus meimpeirkuat dukungan struktural 

teirhadap teinaga keiseihatan. 

c. Problematika Regulasi: Overlapping dan Fragmentasi Kebijakan 

Dari peirspeiktif hukum tata neigara, salah satu peirsoalan meindasar adalah adanya 

tumpang tindih (oveirlapping) reigulasi antara beirbagai peiraturan peirundang-undangan 

di bidang keiseihatan. Undang-Undang Keiseihatan, Undang-Undang Keibidanan, seirta 

beirbagai peiraturan turunan seiringkali tidak teirinteigrasi seicara sisteimatis. Kondisi ini 

meinimbulkan fragmeintasi keibijakan yang beirdampak pada keitidakjeilasan dalam 

impleimeintasi keiweinangan bidan. Dalam beibeirapa kasus, bidan dihadapkan pada 

batasan keiweinangan yang tidak sinkron deingan keibutuhan di lapangan, seihingga 

beirpoteinsi meinghambat peilayanan keiseihatan reiproduksi.(Soeikanto, 2014 : 70). Dari 

sudut pandang kritis, hal ini meinunjukkan bahwa sisteim hukum beilum seipeinuhnya 

reisponsif teirhadap dinamika praktik keiseihatan. Oleih kareina itu, dipeirlukan 

harmonisasi reigulasi agar tidak teirjadi disharmoni yang dapat meirugikan masyarakat. 

d. Dimensi Sosio-Kultural sebagai Tantangan Non-Yuridis 

Peindeikatan hukum yang teirlalu normatif seiringkali meingabaikan faktor sosial dan 

budaya yang meimpeingaruhi eifeiktivitas impleimeintasi keibijakan. Dalam konteiks 

keiseihatan reiproduksi, masih teirdapat stigma dan tabu dalam masyarakat yang 

meinghambat akseis teirhadap informasi dan layanan keiseihatan. 

Meinurut Heilein Varneiy, peilayanan keibidanan harus meimpeirtimbangkan konteiks sosial 

dan budaya pasiein agar dapat diteirima seicara eifeiktif. (Varneiy, 2007 : 25) Hal ini 

meinunjukkan bahwa peindeikatan hukum seimata tidak cukup, meilainkan harus 

diinteigrasikan deingan peindeikatan sosial yang leibih konteikstual. Deingan deimikian, 

keigagalan dalam peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi tidak seilalu diseibabkan oleih 

leimahnya reigulasi, teitapi juga oleih kurangnya peindeikatan yang seinsitif teirhadap 

kondisi masyarakat. 
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e. Kritik terhadap Peran Negara: Dari Regulator ke Fasilitator Aktif 

Dalam peirspeiktif hukum tata neigara modeirn, neigara tidak hanya beirfungsi seibagai 

reigulator, teitapi juga seibagai fasilitator aktif dalam peimeinuhan hak-hak warga neigara. 

Namun, dalam praktiknya, peiran neigara seiringkali masih teirbatas pada peimbeintukan 

reigulasi tanpa diikuti deingan peingawasan dan eivaluasi yang meimadai. Seibagaimana 

dikeimukakan dalam kajian keitataneigaraan, eifeiktivitas suatu sisteim sangat 

beirgantung pada meikanismei peingawasan dan keiseiimbangan keikuasaan (cheicks and 

balanceis). (Adry, 2026 : 338) Jika meikanismei ini tidak beirjalan deingan baik, maka 

keibijakan yang dibuat beirpoteinsi tidak eifeiktif dalam impleimeintasinya. Dalam konteiks 

ini, neigara peirlu meimpeirkuat fungsi peingawasan teirhadap peilaksanaan peilayanan 

keiseihatan reiproduksi, teirmasuk meimastikan bahwa bidan dapat beikeirja dalam kondisi 

yang meindukung profeisionalitasnya. 

f. Rekonstruksi Ideal: Integrasi Hukum dan Praktik Kebidanan 

Beirdasarkan analisis kritis di atas, dipeirlukan reikonstruksi peindeikatan dalam 

peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi, yaitu deingan meinginteigrasikan aspeik hukum 

dan praktik keibidanan seicara leibih kompreiheinsif. Beibeirapa langkah strateigis yang 

dapat dilakukan antara lain: 

• Harmonisasi reigulasi di bidang keiseihatan untuk meinghindari tumpang tindih 

keiweinangan  

• Peiningkatan kapasitas dan distribusi teinaga bidan seicara meirata  

• Peinguatan sisteim peingawasan dan eivaluasi keibijakan keiseihatan  

• Inteigrasi peindeikatan sosial dan budaya dalam peilayanan keiseihatan reiproduksi  

• Peiningkatan partisipasi masyarakat dalam peingawasan peilayanan keiseihatan  

Deingan peindeikatan ini, peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi tidak hanya meinjadi 

tanggung jawab normatif neigara, teitapi juga meinjadi bagian dari sisteim yang 

teirinteigrasi antara hukum, keibijakan, dan praktik di lapangan. 

3.4. Bentuk Kolaborasi Antara Profesi Bidan Dan Negara Dalam Menjamin 

Terpenuhinya Hak Kesehatan Reproduksi Sebagai Amanat Konstitusi 

Hasil peineilitian meinunjukkan bahwa peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi seibagai 

bagian dari amanat konstitusi tidak dapat dilaksanakan seicara parsial, meilainkan 

meimeirlukan kolaborasi yang sineirgis antara neigara dan profeisi bidan. Dalam 

peirspeiktif hukum tata neigara, neigara meimiliki keiwajiban konstitusional untuk 

meinjamin hak atas keiseihatan seibagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-

Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945.¹ Seimeintara itu, bidan beirpeiran 

seibagai peilaksana teiknis di lapangan yang seicara langsung beirinteiraksi deingan 

masyarakat dalam meimbeirikan peilayanan keiseihatan reiproduksi. 
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a. Kolaborasi dalam Beintuk Reigulasi dan Keibijakan 

Beintuk kolaborasi peirtama teirlihat dalam peinyusunan reigulasi dan keibijakan yang 

meimbeirikan leigitimasi dan arah bagi praktik keibidanan. Neigara meilalui beirbagai 

peiraturan peirundang-undangan, seipeirti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

teintang Keiseihatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 teintang Keibidanan, 

teilah meineitapkan keiweinangan, tanggung jawab, seirta standar praktik bidan.² 

Reigulasi teirseibut meirupakan beintuk konkreit dari peiran neigara dalam meinciptakan 

keirangka hukum yang meindukung peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi. Dalam hal 

ini, bidan beirfungsi seibagai subjeik hukum yang meinjalankan norma-norma teirseibut 

dalam praktik peilayanan keiseihatan. Deingan deimikian, teirdapat hubungan fungsional 

antara neigara seibagai peimbeintuk keibijakan dan bidan seibagai peilaksana keibijakan. 

Namun seicara kritis, hasil peineilitian meinunjukkan bahwa meiskipun reigulasi teilah 

teirseidia, masih teirdapat tantangan dalam impleimeintasinya, seipeirti kurangnya 

harmonisasi antar keibijakan seirta leimahnya peingawasan teirhadap peilaksanaan 

standar profeisi. 

 

2. Kolaborasi dalam Peilaksanaan Program Keiseihatan 

Beintuk kolaborasi keidua teirlihat dalam impleimeintasi program keiseihatan yang 

meilibatkan bidan seibagai ujung tombak peilayanan. Program-program seipeirti 

keiseihatan ibu dan anak (KIA), keiluarga beireincana (KB), seirta peilayanan keiseihatan 

reiproduksi beirbasis masyarakat meirupakan contoh nyata sineirgi antara neigara dan 

profeisi bidan. 

Dalam konteiks ini, bidan tidak hanya beirtindak seibagai teinaga meidis, teitapi juga 

seibagai agein peirubahan sosial yang meimbeirikan eidukasi dan peimbeirdayaan keipada 

masyarakat. Hal ini seijalan deingan pandangan Ida Bagus Gdei Manuaba yang 

meineigaskan bahwa bidan meimiliki peiran strateigis dalam meiningkatkan deirajat 

keiseihatan masyarakat meilalui peindeikatan promotif dan preiveintif.³ 

Namun deimikian, hasil peineilitian meinunjukkan bahwa eifeiktivitas program teirseibut 

masih dipeingaruhi oleih keiteirbatasan sumbeir daya, baik dari seigi fasilitas maupun 

jumlah teinaga keiseihatan. Hal ini meinunjukkan bahwa kolaborasi yang ada beilum 

seipeinuhnya optimal dalam meinjangkau seiluruh lapisan masyarakat. 

 

c. Kolaborasi dalam Peirspeiktif Global Heialth dan Standar Inteirnasional 

Dalam peirspeiktif global, kolaborasi antara neigara dan teinaga keiseihatan meirupakan 

bagian dari global heialth goveirnancei. World Heialth Organization meineikankan bahwa 

peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi meimeirlukan peindeikatan sisteimik yang 

meilibatkan peimeirintah, teinaga keiseihatan, dan masyarakat. 
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Seilain itu, Inteirnational Confeideiration of Midwiveis meineigaskan bahwa bidan harus 

beirpeiran dalam peilayanan keiseihatan beirbasis hak (rights-baseid approach), yang 

meineimpatkan peireimpuan seibagai subjeik utama dalam peilayanan keiseihatan.⁵ Dalam 

konteiks ini, kolaborasi antara neigara dan bidan tidak hanya beirsifat administratif, 

teitapi juga normatif dalam meinjamin peinghormatan teirhadap hak asasi manusia. 

Hasil peineilitian meinunjukkan bahwa Indoneisia teilah meingadopsi seibagian prinsip 

teirseibut dalam keibijakan nasional, namun impleimeintasinya masih meinghadapi 

tantangan, teirutama dalam aspeik peimeirataan layanan dan kualitas peilayanan. 

 

d. Kolaborasi dalam Beintuk Peingawasan dan Akuntabilitas 

Beintuk kolaborasi seilanjutnya adalah dalam meikanismei peingawasan dan 

akuntabilitas. Neigara meimiliki keiweinangan untuk meingawasi praktik teinaga 

keiseihatan meilalui sisteim peirizinan, standar profeisi, seirta meikanismei disiplin profeisi. 

Dalam hal ini, bidan diwajibkan untuk meinjalankan praktik seisuai deingan standar yang 

teilah diteitapkan. 

Dalam peirspeiktif hukum tata neigara, peingawasan meirupakan bagian dari meikanismei 

cheicks and balanceis yang beirtujuan untuk meinceigah peinyalahgunaan keiweinangan. 

Seibagaimana dikeimukakan dalam kajian ilmiah, eifeiktivitas suatu sisteim hukum sangat 

beirgantung pada adanya peingawasan yang kuat dan beirkeilanjutan.⁶ 

Namun, hasil peineilitian meinunjukkan bahwa sisteim peingawasan teirhadap praktik 

keibidanan masih beilum optimal, teirutama di daeirah yang meimiliki keiteirbatasan 

sumbeir daya. Hal ini beirpoteinsi meinimbulkan keitimpangan dalam kualitas peilayanan 

keiseihatan reiproduksi. 

 

ei. Kolaborasi dalam Peimbeirdayaan Masyarakat 

Beintuk kolaborasi yang tidak kalah peinting adalah dalam peimbeirdayaan masyarakat. 

Bidan beirpeiran seibagai fasilitator yang meimbantu masyarakat meimahami hak-

haknya dalam bidang keiseihatan reiproduksi. Dalam hal ini, neigara meilalui keibijakan 

dan program keiseihatan meimbeirikan dukungan keipada bidan untuk meinjalankan 

fungsi teirseibut. 

Meinurut Heilein Varneiy, peilayanan keibidanan yang eifeiktif harus meilibatkan partisipasi 

aktif masyarakat seirta meinghormati nilai-nilai sosial dan budaya yang ada.⁷ Hal ini 

meinunjukkan bahwa kolaborasi antara neigara dan bidan tidak hanya beirsifat 

struktural, teitapi juga kultural. 

 

Seicara kritis, hasil peineilitian meinunjukkan bahwa kolaborasi antara profeisi bidan dan 

neigara teilah teirbeintuk dalam beirbagai beintuk, baik meilalui reigulasi, program, 

maupun meikanismei peingawasan. Namun, kolaborasi teirseibut masih ceindeirung 
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beirsifat top-down, di mana keibijakan leibih banyak diteintukan oleih neigara tanpa 

meilibatkan partisipasi aktif teinaga keiseihatan dan masyarakat. 

Seilain itu, peindeikatan yang digunakan masih ceindeirung leigalistik dan administratif, 

seihingga beilum seipeinuhnya meingadopsi peindeikatan beirbasis hak (rights-baseid 

approach) seibagaimana dianjurkan oleih World Heialth Organization. Hal ini 

meinyeibabkan peimeinuhan hak keiseihatan reiproduksi beilum seipeinuhnya beirorieintasi 

pada keibutuhan dan keipeintingan masyarakat. Oleih kareina itu, dipeirlukan 

transformasi kolaborasi meinjadi leibih partisipatif, inteigratif, dan beirbasis hak, deingan 

meilibatkan seiluruh peimangku keipeintingan seicara aktif. Neigara tidak hanya beirpeiran 

seibagai reigulator, teitapi juga seibagai fasilitator yang meindukung teinaga keiseihatan 

dalam meimbeirikan peilayanan yang beirkualitas. 

Sineirgi antara hukum tata neigara dan praktik keibidanan meirupakan eileimein kunci 

dalam meimastikan bahwa hak keiseihatan ibu dan anak tidak hanya dijamin seicara 

normatif, teitapi juga teirlaksana seicara eifeiktif dalam praktik. Dalam keirangka Undang-

Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945, neigara meimiliki keiwajiban 

untuk meinghormati, meilindungi, dan meimeinuhi hak atas keiseihatan seibagai bagian 

dari hak asasi manusia. Oleih kareina itu, praktik keibidanan dapat dipandang seibagai 

instrumein impleimeintatif dari amanat konstitusi teirseibut. 

a. Integrasi antara Norma Konstitusional dan Regulasi Teknis 

Seicara normatif, sineirgi antara hukum tata neigara dan praktik keibidanan teirceirmin 

dalam hubungan antara konstitusi deingan reigulasi teiknis di bidang keiseihatan, seipeirti 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 teintang Keiseihatan dan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2019 teintang Keibidanan. Konstitusi meimbeirikan dasar filosofis dan 

yuridis, seimeintara undang-undang seiktoral meimbeirikan peingaturan opeirasional yang 

leibih rinci. Inteigrasi ini meinunjukkan bahwa praktik keibidanan tidak beirdiri seindiri, 

meilainkan meirupakan bagian dari sisteim hukum yang leibih luas. Deingan deimikian, 

keibeirhasilan peimeinuhan hak keiseihatan ibu dan anak sangat beirgantung pada 

konsisteinsi dan harmonisasi antara norma konstitusional dan reigulasi teiknis. (Jimly 

Asshiddiqiei : 120)  

b. Praktik Kebidanan sebagai Instrumen Implementasi Hak Kesehatan 

Dalam konteiks impleimeintasi, praktik keibidanan meimiliki peiran strateigis seibagai 

ujung tombak peilayanan keiseihatan ibu dan anak. Bidan beirpeiran langsung dalam 

meimbeirikan peilayanan keiseihatan, mulai dari peimeiriksaan keihamilan, peirtolongan 

peirsalinan, hingga peirawatan pasca meilahirkan. Peiran ini meinjadikan bidan seibagai 

aktor peinting dalam meiwujudkan hak keiseihatan seicara nyata di masyarakat. 

(Keimeintrian Keiseihatan II : 25). Seilain itu, bidan juga meimiliki fungsi eidukatif dan 
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preiveintif, yaitu meimbeirikan peinyuluhan keipada masyarakat meingeinai peintingnya 

keiseihatan ibu dan anak. Deingan deimikian, praktik keibidanan tidak hanya beirsifat 

kuratif, teitapi juga promotif dan preiveintif, yang seijalan deingan tujuan peimbangunan 

keiseihatan nasional. (Geineiva: WHO, 2021 : 40) 

c. Kesenjangan antara Norma dan Implementasi 

Meiskipun seicara normatif teilah teirdapat sineirgi antara hukum tata neigara dan praktik 

keibidanan, dalam impleimeintasinya masih teirdapat beirbagai keindala. Salah satu 

peirmasalahan utama adalah keitimpangan distribusi teinaga keiseihatan, khususnya 

bidan, yang meinyeibabkan tidak meiratanya peilayanan keiseihatan di seiluruh wilayah 

Indoneisia. (Keimeintrian Keiseihatan I : 80). Seilain itu, keiteirbatasan fasilitas keiseihatan 

dan sarana peindukung juga meinjadi faktor peinghambat dalam peilaksanaan praktik 

keibidanan. Hal ini meinunjukkan bahwa meiskipun norma hukum teilah meingatur seicara 

jeilas, impleimeintasinya masih beilum seipeinuhnya optimal. Deingan kata lain, teirdapat 

keiseinjangan antara “das solle in” (apa yang seiharusnya) dan “das se iin” (apa yang 

teirjadi). (Soeirjono Soeikanto I : 25) 

d. Pentingnya Koordinasi dan Kebijakan Integratif 

Untuk meiwujudkan sineirgi yang eifeiktif, dipeirlukan koordinasi yang baik antara 

beirbagai pihak, teirmasuk peimeirintah pusat, peimeirintah daeirah, dan teinaga 

keiseihatan. Keibijakan yang inteigratif dan beirkeilanjutan sangat dipeirlukan untuk 

meingatasi beirbagai peirmasalahan yang ada, seipeirti peimeirataan teinaga keiseihatan, 

peiningkatan kualitas fasilitas keiseihatan, seirta peinguatan sisteim rujukan. (Peiteir 

Mahmud Marzuki  : 230). Seilain itu, peirlu adanya peinguatan sisteim peingawasan dan 

eivaluasi teirhadap peilaksanaan keibijakan keiseihatan. Hal ini beirtujuan untuk 

meimastikan bahwa seitiap keibijakan yang teilah diteitapkan dapat beirjalan seisuai 

deingan tujuan yang diharapkan. (Jimly Asshiddiqiei : 95) 

e. Analisis Hukum: Sinergi sebagai Wujud Negara Hukum yang Responsif 

Dari peirspeiktif hukum tata neigara, sineirgi antara hukum dan praktik keibidanan 

meinceirminkan konseip neigara hukum yang reisponsif, yaitu neigara yang tidak hanya 

beirorieintasi pada peimbeintukan norma, teitapi juga pada eifeiktivitas impleimeintasinya. 

Neigara harus mampu meinyeisuaikan keibijakan hukum deingan keibutuhan masyarakat, 

khususnya dalam bidang keiseihatan. (Jimly Asshiddiqiei, 2005 : 95) Dalam hal ini, 

peimeinuhan hak keiseihatan ibu dan anak tidak dapat dilakukan seicara parsial, 

meilainkan harus meilalui peindeikatan yang holistik dan kolaboratif. Sineirgi antara 

hukum tata neigara dan praktik keibidanan meinjadi salah satu beintuk konkreit dari 

upaya teirseibut, yang beirtujuan untuk meiwujudkan keiadilan sosial dan keiseijahteiraan 

Masyarakat. 
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4. Penutup 

Pemenuhan hak kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak konstitusional 

warga negara yang pelaksanaannya menuntut sinergi antara negara dan tenaga 

kesehatan, khususnya bidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidan telah 

berperan aktif dalam mewujudkan hak tersebut melalui pelayanan kebidanan yang 

komprehensif, meliputi pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, keluarga berencana, 

serta edukasi dan konseling kesehatan reproduksi. Dalam menjalankan tugasnya, 

bidan juga berperan menjamin hak pasien atas informasi, pilihan layanan kesehatan, 

dan perlindungan kerahasiaan data kesehatan. Namun, implementasi pemenuhan hak 

kesehatan reproduksi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan 

sarana dan tenaga kesehatan, rendahnya pengetahuan masyarakat, ketimpangan 

akses layanan, serta faktor sosial dan budaya yang masih menganggap isu kesehatan 

reproduksi sebagai hal yang tabu. Oleh karena itu, diperlukan transformasi dari 

pendekatan yang semata-mata normatif menuju pendekatan yang lebih implementatif 

melalui penguatan regulasi, integrasi kebijakan, peningkatan kualitas dan pemerataan 

pelayanan kebidanan, serta sistem pengawasan yang efektif. Dengan demikian, sinergi 

antara hukum tata negara dan praktik kebidanan dapat berjalan secara optimal dalam 

menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi, khususnya hak kesehatan ibu dan 

anak di Indonesia. 
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